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BAB II  

LANDASAN TEORITIS 

A. Leasing 

1. Pengertian  

Leasing atau sewa guna usaha memiliki beberapa pengertian. Di 

antaranya menurut Financial Accounting Standart Board yang menyatakan 

bahwa “ sewa guna usaha adalah suatu perjanjian pengadaan barang-barang 

modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu”. Selain itu, juga 

terdapat pengertian yang disampaikan oleh The Internasional Accounting 

Standart yang menyatakan bahwa leasing adalah “an agreement whereby the 

lessor conveys to the lessee in return for rent the right to use an asset for an 

agreed period of time”, atau leasing merupakan suatu pe rjanjian dimana lessor 

menyediakan barang (asset) dengan hak penggunaan oleh lessee dengan 

imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. 

Sementara itu di Indonesia pengertian yang berkaitan dengan leasing 

atau sewa guna usaha adalah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 

1169/KMK.1991 tanggal  21 November 1991 yang menyatakan bahwa “sewa 

guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang 

modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun 

sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lesse 

selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”. 
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Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, maka leasiing pada intinya 

merupakan suatu akad  untuk menyewa suatu barang dalam kurun waktu 

tertentu. Leasing ini ada dua kategori global, yaitu operating lease dan financial 

lease. Operating lease merupakan suatu proses menyewa menyewa suatu 

barang untuk mendapatkan hanya manfaat barang yang disewanya, sedangkan 

barangnya itu sendiri tetap merupakan milik bagi pihak pemberi sewa.
1
 

Adapun yang dimaksud dengan financial lease merupakan suatu bentuk 

sewa dimana kepemilikan barang tersebut berpindah dari pihak pemberi sewa 

kepada penyewa. Bila dalam masa akhir sewa pihak penyewa tidak dapat 

melunasi sewanya, barang tersebut tetap merupakan milik pemberi sewa 

(perusahaan leasing). Akadnya dianggap sebagai akad sewa. Adapun bila pada 

masa akhir sewa pihak penyewa dapat melunasi cicilannya maka barang 

tersebut menjadi milik penyewa.
2
 Intinya, dalam financial lease terdapat dua 

proses sekaligus, sewa sekaligus beli. Dan inilah sebabnya mengapa leasing 

yang berbentuk financial lease juga bisa disebut dengan sewa beli.
3
 

 

2. Persyaratan dan Ciri Leasing 

Berikut beberapa hal yang menjadi persyaratan dan ciri leasing antara 

lain: 

                                                           
1
 Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam (Jakarta:Kencana Prenada Media 

Group,2010) 367 
2
 Nurul Huda , Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam (Jakarta:Kencana Prenada Media 

Group,2010) 368 
3
 Ibid., 368 
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a. Objek leasing: barang-barang yang menjadi objek perjanjian leasing meliputi 

segala macam barang modal mulai dari pesawat terbang hingga mesin-mesin 

dan computer untuk keperluan perkantoran. 

b. Pembayaran secara berkala dalam waktu tertentu: dalam sewa-menyewa 

biasanya cara pembayaran dilakukan sekali untuk suatu periode tertentu, 

sedangkan leasing pembayarannya dilakukan secara berkala dan bisa 

dilakukan setiap bulan, setiap kuartal atau setiap setengah tahun sekali. 

c. Nilai sisa atau residual value: pada perjanjian leasing ditentukan suatu nilai 

sisa, sedangkan perjanjian sewa-menyewa tidak mengenal hal itu. 

d. Hak opsi bagi lease: pada ahir dari masa leasing, lesse mempunyai hak untuk 

menentukan apakah dia ingin membeli barang tersebut dengan harga sebesar 

nilai sisa ataukah mengembalikan kepada lessor. Pada perjanjian sewa-

menyewa jika masa sewa telah berakhir maka penyewa wajib 

mengembalikan barang tersebut kepada pihak yang menyewakan. 

e. Pihak-pihak yang terlibat dalam perrjanjian leasing: dua pihak yang terlibat 

adalah lessor dan lessee. Pada perjanjian leasing hanya perusahaan-

perusahaan yang mendapat izin dari Departemen Keuangan  yang boleh 

menjadi lessor.
4
 

 

 

 

                                                           
4
 Veithzal Rivai, Financial institution management (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 377. 
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3. Pelaku dan Pihak yang Terlibat dalam Transaksi Leasing 

a. Lessor. Adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan leasing atau dalam 

hal ini adalah pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang sehingga 

disebut pula sebagai pihak yang menyewakan barang (dapat terdiri dari 

beberapa perusahaan) atau yang dikenal puala sebagai investor. Selain itu, 

perusahaan leasing juga sebagai perusahaan yang membiayai kebutuhan para 

nasabah untuk memperoleh barang modal. 

b. Lessee. Adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang 

modal dengan pembiayaan dari lessor atau sebagai pihak yang mengajukan 

permohonan pembiayaan secara leasing kepada lessor untuk memperoleh 

barang modal (membeli atau menyewa) yang diinginkan sehingga dikatakan 

pula bahwa lessee adalah pihak yang menikmati barangtersebut dengan 

membayar sewa dan mempunyai hak opsi. 

c. Supplier. Adlah produsen atau pedagang yang menyediakan barang yang 

akan dileasing sesuai perjanjian antara lessor dengan lessee dan dalam hal ini 

supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Supplier juga dapat dikatakan 

sebagai penjual dan pemilik barang yang disewakan. 

d. Asuransi. Adalah perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap 

perjanjian antar lessor dengan lessee. Dalam hal ini lessee dikenakan biaya 

asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menangguang 

resiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang dileasingkan. 
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e. Bank. Adalah kreditor atau disebut juga Debt-Holders atau Loan 

Participants dalam transaksi leasing.
5
 

 

4. Prosedur Pembiayaan Leasing 

a. Calon lessee mengajuka permohonan fasilitas leasing, dan marketing officer 

mengadaka pembicaraan pendahuluan dengan calon lessee, jika dianggap 

perlu bersama-sama dengan supplier. 

b. Lessee mengisi dan menyerahkan formulir permohonan fasilitas leasing 

dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Fotokopi KTP, diri sendiri/ calon lessee 

2) Fotokopi KTP, suami/istri dari calon lessee 

3) Fotokopi kartu keluarga 

4) Rekening Koran minimal tiga bulan terahir 

5) Surat keterangan gaji 

6) Surat keterangan dari perusahaan tempat calon lesse bekerja 

5. Analisis Pembiayaan Leasing 

a. Marketing officer mengadakan analisis dan evaluasi terhadap data dan 

informasi yang telah diterima, yang dilanjutkan dengan: 

1) Kunjungan ketempat lessee 

2) Pengecekan ketempat lain 

3) Observasi secara umum/khusus 

                                                           
5
 Veithzal Rivai, Financial institution management (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 377. 
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b. Marketing officer mengajukan pemberian fasilitas pembiayaan kepada 

komite kredit dengan menyampaikan beberapa lampiran: 

1) Berkas-berkas permohonan lessee 

2) Hasil analisis dan evaluasi dari marketing officer yang berupa laporan 

pemeriksaan kredit 

3) Approval sheet  

4) Surat-surat lainnya 

Dari hasil pertemuan komite kredit, anggota komite akan 

menandatangani pada bagian setuju atau menolak pada approval sheet. 

c. Hasil rapat komite kredit akan menghasilkan empat alternative kesimpulan, 

yaitu: 

1) Menolak permohonan lessee 

2) Menunda permohonan lessee 

3) Mengabulkan permohonan lessee 

4) Mengabulkan dengan persyaratan
6
 

 

B. Leasing Syariah  

Tesis Weber menunjukkan adanya relevansi positif antara ajaran agama 

dan aktifitas ekonomi merupakan asumsi dasar yang dapat dikembangkan dalam 

membangun kembali ekonomi Islam melalui penggalian ajaran agama. Kalangan 

Prostetanis, ajaran agama telah diinterpretasikan oleh Calvin dan tokoh lainnya 

                                                           
6
 Veithzal Rivai, Financial institution management (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 383. 
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mampu untuk membangun etos kerja yang menjadi cikal bakal akar kapitalisme. 

Melihat keberhasilan kapitalisme pada bidang tertentu dalam membangun tata 

ekonomi dunia, maka dengan melihat ajaran Islam yang lebih komprehensif sangat 

mungkin untuk dilakukan perbaikan dan menutupi kekurangan yang ada.
7
  

Secara konsep ajaran Islam lebih lengkap karena mencakup seluruh aspek 

kehidupan, kajian ekonomi secara komprehensif dipadu dengan nilai etika, sosial 

dan agama itu sendiri sebagai bagian yang integral. Secara konsep aktifitas 

ekonomi tidak akan keluar dari koredor agama, baik menyangkut para pelaku 

bisnis maupun praktek bisnis. Pada kenyataannya, harapan-harapan tersebut hanya 

sebagai utopia dan respon untuk mencegah dan menanggulangi hal tersebut dari 

ekonomi muslim sangat lamban bahkan tidak pernah dilakukan. 

Pelanggaran prinsip agama yang pertama dalam sejarah ekonomi Islam dan 

terlembaga dalam masyarakat adalah upaya muslihat untuk mengelabui praktek 

pembungaan uang dengan mekanisme ba‟I al-„ainah. Upaya yang dilakukan 

adalah mengulas kembali intrerpretasi riba yang tidak dilanjutkan dengan 

merumuskan hukum formal bagi para pelanggarnya. Akibat yang lebih jauh 

adalah, adanya upaya untuk melegalkan praktek-praktek kejahatan ekonomi 

tersebut dengan alasan bahwa mekanisme tersebut sangat diperlukan oleh 

masyarakat. Hal ini diperkuat dengan adanya pendapat ulama dalam melegalkan 

praktek tercela yang sudah sangat memasyarakat, walaupun secara prinsip ulama 

                                                           
7
 Syafiq M. Hanafi, Sistem Ekonomi Islam Dan Kapitalisme relevansi ajaran agama dalam aktifitas 

ekonomi (Jakarta:Gema Insani,2007), 115 
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tersebut sangat berbeda pada hal lain. Tawaran-tawaran ekonom muslim masih 

sangat teoritis dengan suatu asumsi dasar bahwa para pelaku ekonomi adalah 

orang yang saleh dan hampir seluruh teori yang dikembangkan tidak sebagai 

tindakan antisipatik melainkan hanya mengungkapkan ancaman-ancaman yang 

diambilkan dari ayat-ayat al-Qur‟an dan as-sunnah.dalam hal ini studi empiris 

terhadap ekonomi Islam baik menyangkut pelaku bisnis maupun praktek bisnis 

dengan melihat kondisi umat yang sebenarnya menjadi sangat penting.
8
 

Pembahasan tentang konsep leasing syariah pada dasarnya bukanlah hal 

yang mudah, mengingat di Indonesia hingga sekarang belum ada landasan hukum 

yang mengatur tentang konsep leasing syariah. Akan tetapi, konsep leasing syariah 

bukannya tidak mungkin dapat dikembangkan, mengingaat berbagai produk yang 

keluar dari sistem ekonomi syariah pada dasarnya mengacu pada berbagai akad 

yang dibenarkan secara syariah dan juga memiliki landasan didalam Al-Qur‟an 

dan Hadis.
9
 Adapun berbagai akad yang dapat digunakan sebagai pengembangan 

konsep leasing syariah adalah: 

1. Akad-akad bagi hasil, seperti mudarabah yang berupa perjanjian antara pihak 

pemilik modal untuk membiayai sepenuhnya suatu proyek ataupun usaha 

dengan adanya pembagian keuntungan yang disepakati secara bersama. 

                                                           
8
 Syafiq M. Hanafi, Sistem Ekonomi Islam Dan Kapitalisme relevansi ajaran agama dalam aktifitas 

ekonomi (Jakarta:Gema Insani,2007), 117 
9
Nurul Huda , Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam (Jakarta:Kencana Prenada Media 

Group,2010), 370 
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2. Akad murabaha, yaitu perjanjian jual beli barang antara pemilik barang dengan 

calon pembeli. Konsep leasing bisa masuk kedalaam akad ini dengan adanya 

pembelian barang dan lalu menjualnya kepada calon pembeli dengan adanya 

tambahan keuntungan berdasarkan persetujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

3. Salam, yaitu transaksi barang pesanan (muslam fih) antara pembeli (muslam) 

dengan penjual (muslam ilaih). Dalam transaksi ini barang belum tersedia 

sehingga barang yang menjadi objek transaksi tersebut diserahkan secara 

tangguh. Lessee dapat bertindak sebagai muslam dan kemudian memesan 

kepada pihak lain untuk mnyediakan barang (muslam fih), maka hal ini disebut 

dengan salam paralel. 

4. Rahn, yaitu transaksi penyerahan barang dari nasabah kepada leasing sebagai 

jaminan sebagian atau seluruh hutang. Dalam bahasa yang umum tujuan dari 

akad rahn ini adalah untuk memberikan kembali jaminan pembayaran kepada 

leasing dalam memberikan pembayaran. 

Dari berbagai akad tersebut terlihat bahwa konsep pembiayaan dengan 

basis bagi hasil merupakan konsep yang bisa diterapkan dalam leasing. Dengan 

konsep bagi hasil, maka leasing, dalam hal ini melalui supplier dapat memberikan 

dana ataupun modal dalam suatu barang tertentu. Selain itu, supplier dalam 

leasing ini juga berfungsi sebagai mitra dan konsep ini akan mendorong kedua 
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belah pihak yang terikat dalam perjanjian leasing syariah untuk menyukseskan 

usaha yang dijalankan masing-masing.
10

 

 

C. Murabahah 

Murabahah adalah jual beli pada harga awal (pokok) dengan tambahan 

keuntungan. Artinya penjual memberitahukan kepada sipembeli berapa harganya 

dan berapa keuntungannya yang diperoleh si penjual, baik secara lumpsum 

ataupun secara terperinci.
11

 Murabahah dikenal dalam fiqh sebagai salah satu dari 

bay al-amanah, karena jual-beli yang terjadi berdasarkan kepercayaan kepada 

penjual yang menjelaskan tentang harga beli terhadap barang tersebut.  

 Untuk menjadi transaksi yang sah, murabahah memiliki rukun dan 

syarat yang harus dipenuhi: 

1. Rukun. Karena murabaha termasuk dalam kategori jual-beli, maka rukunnya 

adalah rukun jual-beli, yaitu penjual, pembeli, barang, harga, ijab dan qabul. 

Apabila salah satu rukun ini tidak terdapat, maka murabahah tidak sah 

hukumnya. 

2. Syarat. Sebagaimana rukun, syarat juga menentukan sah-tidaknya sebuah 

transaksi. Kalangan ulama Hanafi membedakan antar batal dan fasid.
12

 Menurut 

mereka, sebuah transaksi akan batal apabila kurang salah satu rukunnya, akan 

                                                           
10

 Nurul Huda , Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam (Jakarta:Kencana Prenada Media 

Group,2010), 371 
11

 Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh al-islami wa adillatuh, (damaskus: t.p, 1984), 703 
12

 Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh al-islami wa adillatuh, (damaskus: t.p, 1984), 703 
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tetapi tetap sah apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Hanya saja 

transaksi tersebut disebut rusak atau fasid, yang menyebabkan salah satu pihak 

akan berkurang haknya. 

Adapun syarat-syarat murabahah, para ulama telah berijma‟ bahwa: 

1. Informasi mengenai harga awal/pokok. Penjual dan pembeli menyepakati harga 

beli barang yang akan ditransaksikan. Harga tersebut harus dijelaskan dalam 

unit hitung yang jelas (misalnya mata uang). Apabila terdapat diskon pada 

pembelian pertama oleh penjual, maka tidak diragukan diskon itu milik pembeli 

akhir. Artinya keduanya sepakat untuk bertransaksi pada harga yang telah 

dikurangi diskon.
13

 

2. Informasi tentang keuntungan. Penjual dan pembeli menyepakati keuntungan 

yang akan diperoleh penjual dengan menjual barang tersebut kepada pembeli. 

Keuntungan itu harus dijelaskan dalam unit hitung (misalnya mata uang) dan 

harus meliputi biaya riil untuk mendapatkan barang tersebut (misalnya biaya 

transportasi, pemeliharaan, keamanan dan lain-lain). 

3. Media pembayaran harus unit hitung. Pembayaran harus dilakukan dengan 

menggunakan unit hitung (misalnya mata uang) yang terukur dan tertimbang. 

Tidak sah pembayaran dilakukan dengan barang-barang yang tidak dapat 

diukur. 

4. Tidak boleh mengandung riba. Akad murabahah yang sah didak boleh 

mengandung unsur-unsur yang dianggap riba. 

                                                           
13

 Dewan syariah nasional, fatwa no 16/DSN-MUI/IX/2000 
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5. Akad pembelian yang pertama harus sah. Karena murabahah merupakan jual-

beli pada harga asal ditambah keuntungan, maka secara logika terdapat 

pembelian pertama oleh penjual kepada pihak ketiga. Pembelian pertama ini 

harus sah mengikuti hukum jual-beli. Apabila tidak sah pembeliannya, maka 

murabahah yang dilakukan akan menjadi tidak sah. 

 

Murabahah dalam konsep pengaturan 

  Akad murabahah sebagai salah satu metode pembiayaan bank syariah 

telah mendapat perhatian dari berbagai pihak. 

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN telah menerapkan minimal tiga 

fatwa mengenai murabahah, yaitu pembiayaan murabahah, uang muka dalam 

murabahah dan diskon dalam murabahah.
14

 Murabahah juga dapat digunakan 

sebagai dasar obligasi syariah,
15

 meskipun belum dijelaskan lebih lanjut. 

2. Undang-undang perbankan dan peraturan Bank Indonesia.  Undang-undang 

No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah disempurnakan oleh undang-undang 

No.10 tahun 1998 tentang perbankan, menurut murabahah sebagai salah satu 

prinsip pembiayaan bagi bank syariah. Ketentuan dalam undang-undang ini 

kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bank Indonesia, diantaranya tentang 

kualitas aktiva produktif untuk bank syariah dan pencadangannya.
16

  

                                                           
14

 Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa DSN, 2003  
15

 Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/X/2002 
16

 PBI No.5/5/PBI/2003 dan PBI No.5/9/PBI/2003 
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3. International Islamic Financial Market (IIFM) menggunakan murabahah 

sebagai likuiditas, ketika bank-bank syariah yang kelebihan likuiditas dapat 

ditempatkan pada IIFM yang kemudian mengelolanya dalam pasar komoditi 

(commodity market).
17

 

 

Murabahah Dalam Perbankan Syariah 

  Seperti telah dijelaskan bahwa murabahah merupakan transaksi atau 

akad syariah yang paling banyak dilakukan oleh perbankan, karena kemiripannya 

dengan kredit konvensional dan kemudahannya dalam melakukan perhitungan. 

Ada beberapa tipe penerapan murabahah dalam perbankan. Namun sebelum hal itu 

dibahas, ada beberapa praktik perbankan yang dapat diterima oleh syariah, baik 

karena diperbolehkan karena kesepakatan maupun secara ijtihad. 

1. Umum  

a. Pembayaran dengan cicilan. Dalam perbangkan, pembayaran barang 

murabahah oleh nasabah selaku pembeli kepada bank merupakan hal yang 

baru dan tidak terdapat dalam fiqh muamalah klasik.hal ini dibolehkan 

apabila bank selaku penjual mengizinkannya. Artinya pembayaran secara 

cicilan merupakan hal yang dapat disepakati sebelum transaksi dilakukan. 

b. Uang Muka. Untuk meyakinkan bank bahwa nasabah serius akan membeli 

barang atau memohon pembiayaan dari bank, nasabah biasanya diminta 

                                                           
17

 Abdul Rais Abdul Majid, Development of Management Liquidity Instruments;Challenngesand 

Opportunity, proceeding International Confference on Islamic Banking: Risk Management, Regulation 

and Supervision, Bank Indonesia, 20003 
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untuk menyediakan uang muka antara 20-30% dari total pembiayaan. 

Masalah uang muka ini mengemuka karena belum ada pembahasannya 

dalam fiqh muamalah klasik, sehingga perlu ada ijtihad atau fatwa baru. 

Sebab pada dasarnya uang muka merupakan wajah lain dari tradisi 

perbankan yang mensyaratkan adanya self financing atau self capital dari 

nasabah, sehingga bank hanya menyediakan pembiayaan untuk 

kekurangannya. 

c. Diskon untuk pelunasan dipercepat. Apabila nasabah secara disiplin 

membayar angsuran terhadap kewajibannya, atau setelah setengah dari 

periode yang telah disepakati, ingin melunasi kewajibannya sebelum jatuh 

tempo, maka bank dapat memberikan diskon terhadap kewajiban yang harus 

dilunasinya. Masalah ini juga menjadi bahan pembahasan karena fiqh 

muamalah klasik tidak pernah membahasnya sehingga diperlukan fatwa atau 

ijtihad baru. Praktik seperti ini juga memiliki padanannya dalam kredit 

perbankan konvensional. Perbedannya apabila dalam perbankan syariah, hak 

untuk melakukan diskon ada pada bank selaku penjual sehingga diperlukan 

tawar menawar terlebih dahulu, sedangkan dalam perbankan konvensional, 

diskon ini berlaku secara otomatis sehingga nasabah langsung mengetahui 

berapa yang harus ia dapatkan apabila membayar lunas sebelum jatuh tempo. 

d. Perhitungan keuntungan. Keuntungan yang layak diambil oleh bank 

biasanya disepakati dengan cara dihitung secara persentase dari jumlah 

pembiayaan yang telah diberikan. Karena mendapat kritik dari berbagai 
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pihak sebagai sesuatu yang tidak berbeda dari konvensional, bank syariah 

kemudian menetapkan keuntungan secara persentase lalu disebutkan secara 

nominal. Akan tetapi tidak jarang didapatkan bahwa bank syariah 

menetapkan keuntungan seperti bunga yang dihitung tahunan, walaupun 

namanya berubah menjadi margin atau keuntungan. 

e. Denda bagi yang terlambat membayar atau menunggak. Apabila kelalaian 

atau menyalahi janji, nasabah dapat dikenakan denda yang kemudian 

dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Fatwa mengenai hal ini juga 

merupakan sesuatu yang baru, karena sebagian besar ulama tidak 

memperbolehkan adanya denda finansial akibat keterlambatan pembayaran 

sebab dikawatirkan akan jatu kepada riba yang diharamkan oleh Islam. 

 

2. Tipe-tipe penerapan dalam perbankan syariah 

Ada berbagai pola penerapan murabahah dalam perbankan syariah. 

Namun kesemuanya dapat dibagi menjadi tiga kategori besar: 

a. Tipe pertama, penerapan murabahah adalah tipe konsisten terhadap fiqh 

muamalah. Menurut tipe ini, bank membeli terlebih dahulu barang yang 

akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Hal ini 

mencakup dalam perpindahan kepemilikan. Tipe ini menimbulkan masalah 

dalam harga akibat pajak berganda karena perpindahan kepemilikan yang 

terjadi dua kali. 
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b. Tipe kedua, mirip dengan yang pertama tapi perpindahan kepemilikan 

langsung kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung 

kepada penjual pertama. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang 

setelah sebelumnya melakukan perjanjian murabahah dengan bank. 

Transaksi ini lebih dekat kepada murabahah yang asli, tetapi rawan dalam 

masalah legalitas. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya klaim nasabah 

bahwa mereka tidak berhutang kepada bank, tetapi kepada pihak ketiga yang 

mengirimkan barang. Meskipun nasabah telah menandatangani perjanjian 

murabahah dengan bank, perjanjian itu kurang memiliki kekuatan hukum 

karena tidak ada tanda bukti bahwa nasabah menerima uang dari bank 

sebagai bukti pinjaman atau hutang. 

c. Tipe ketiga, tipe ini paling banyak dipraktikkan oleh bank syariah. Bank 

melakukan perjanjian murabahah dengan nasabah, dan pada saat yang sama 

mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan 

dibelinya. Dana lalu dikredit kerekening nasabah dan nasabah 

menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar 

bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada 

bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Praktik seperti 

ini tidak dapat diterima oleh standart Internasional. Bahkan Dewan 

Pengawas Syariah Dallah Al-barakah tidak membolehkannya karena 

dikawatirkan sama dengan transaksi riba yang diharamkan. Dewan Syariah 

Nasional dalam menetapkan fatwa tentang pembiayaan murabahah 



39 
 

 
 

menyiratkan bolehnya transaksi dengan perwakilan ini. Namun perlu diingat 

bahwa penetapan fatwa seperti itu harus dikaitkan dengan situasi yang tidak 

memungkinkan penerapan murabahah dalam perbankan syariah, baik secara 

legal maupun perpajakan.
18

  

 

D. Overdue 

Nasabah dikatakan overdue apabila telah melakukan penunggakan 

pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal kesepakatan yang telah disepakati.
19

  

Perlu dicatat bahwa hasil lokakarya  pengembangan produk pembiayaan yang 

dilakukan Bank Muamalat pada tahun 1997 telah mengingatkan istilah wanprestasi 

dalam terminologi perjanjian di Indonesia. Dalam bank syariah ada dua faktor 

yang menyebabkan wanprestasi, yaitu faktor diluar kekuasaan nasabah (force 

majeur) dan kesengajaan (moral hazard). Yang dibolehkan bagi bank untuk 

mkengenakan sangsi adalah wanprestasi karena faktor kedua. Itupun dilakukan 

sekedar untuk memberikan pelajaran agar nasabah lebih menghormati bank 

syariah. Untuk nasabah yang wanprestasi karena faktor diluar kekuasaannya, 

berlaku hukum yang ditarik dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280, tentang 

perintah memberi tangguh bagi orang-orang yang tidak mampu membayar karena 

terkena kesusahan. 
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 Adira Finance, Orientasi Karyawan Baru (departemen training), 60 
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Ketika diajukan kepada Dewan Syariah Nasional masalah ini disepakati 

untuk dijadikan fatwa. Para ulama menggunakan hadis riwayat Imam Bukhari, 

Muslim dan lainnya yang menyatakan bahwa “orang mampu yang menunda 

pembayaran (dengan sengaja) adalah zalim”. Hadis ini memperkuat hadis lain 

yang diriwayatkan Imam Nasa‟I, Abu Daud, Ibn Majah dan Ahmad yang 

menambahkan “dibolehkan menghukumnya”. Itu sebabnya mengapa Dewan 

Syariah Nasional mendukung adanya sangsi bagi nasabah yang mampu tapi 

sengaja memperlambat pembayaran atau malah menunggak. Sangsi ini didasarkar 

atas prinsip ta‟zir, yaitu memberikan pelajaran kepada nasabah tersebut. Tapi 

Dewan Syariah Nasional tidak setuju jika sangsi yang bersifat finansial ini menjadi 

milik bank, melainkan diberikan untuk kesejahteraan sosial. 

Lalu apakah masalahnya selesai sampai disitu? Ibarat bandul jam dinding 

yang bergerak kearah sebaliknya, kini bank-bank syariah merasa berada diatas 

angin. Bahkan dalam beberapa kasus, banyak pihak melihat bank syariah sudah 

kelewatan. Hal itu terjadi karena pengenaan sangsi yang melewati batas tanpa 

melihat lagi „illat (sebab) pengenaan sangsi tersebut. Misalnya ada bank syariah 

yang mengenakan sangsi hanya karena nasabahnya terlambat membayar satu hari 

dari yang seharusnya, padahal alasannya dapat diterima, yaitu jarak antara nasabah 

dengan bank menyebabkan nasabah mendapati jam operasi bank itu tutup ketika ia 

tiba disana. Ada juga bank syariah yang menyamarkan sangsi dengan biaya 

administrasi yang jumlahnya sama dengan biaya cicilan ditambah  dengan tingkat 

suku bunga dipasar uang. Gawatnya lagi sangsi itu tidak masuk kedana sosial 
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sebagaimana diharuskan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional, tetapi dimasukkan 

sebagai pendapatan lain-lain atau nama samaran lainnya. Yang penting bisa 

mendongkrak pendapatan bank. Hal ini menjadikan anggapan orang semakin kuat, 

bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional. 

Kalau sudah begini, apakah Dewan Syariah Nasional harus menarik 

kembali fatwanya? Saya melihat lembaga ini sudah menjalankan fungsinya dengan 

baik. Tinggal kini pengawasan terhadap kesyariahan bank itu yang harus 

diperkuat, sehingga tidak terjadi kezaliman, baik dari sisi nasabah maupun pihak 

bank.
20
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